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A. Pengantar 
Materi ketiga ini mengajak mahasiswa untuk dapat mengetahui tugas-tugas pemerintah. Tujuan materi ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dilihat dari teori Hukum Administrasi Negara.
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu mengetahui tugas-tugas pemerintah.
2. Mahasiswa mampu mengetahui hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari negara
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi ini dengan pendekatan contextual Instruction  

2. Untuk materi ini mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai tugas dan tanggung jawab negara dan tugas dan tanggung jawab pemerintah di Indonesia selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 60 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Ciri-Ciri Negara:

1. Adanya pelaksana suatu kekuasaan (Pemerintah).

2. Adanya bangsa.

3. Adanya wilayah.

4. Adanya kekuasaan dalam bentuk lambang-lambang negara.

5. ada lambang-lambang tertentu (bendera, lagu kebangsaan, dsb)

Ciri-Ciri Negara Hukum Klasik:

1. Corak negara adalah negara liberal yang mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial dan ekonomi berdasarkan asas “Laissez fair laissez passer” yaitu suatu asas kebebasan dari semua warganegara dalam persaingan di antara mereka.

2. Adanya pemisahan antara Negara & Masyarakat. Negara dilarang keras ikut campur dalam lapangan ekonomi dan lapangan kehidupan sosial lainnya.

3. Tugas negara adalah sebagai “Penjaga Malam” (Nachtswakerstaat) karena hanya menjaga keamanan dalam arti sempit.

4. Menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi.

Ciri-Ciri Negara Hukum Modern:

1. Corak negaranya adalah “Welfare State” yaitu negara yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat.

2. Negara ikut campur dalam semua lapangan kehidupan masyarakat.

3. Ekonomi liberal diganti dengan sistem ekonomi terpusat.

4. Menyelenggarakan kepentingan umum (Bestuurzorg)

5. Menjaga keamanan dalam arti luas.

Yang dimaksud dengan pejabat negara adalah:

1. Presiden.

2. Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat.

3. Anggota BPK.

4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan hakim M.A.

5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

6. Menteri.

7. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.

8. Gubernur Kepala Daerah.

9. Bupati Kepala Daerah / walikotamadya kepala daerah.

10. Pejabat lain yang ditetaplan dengan peraturan perundang-undangan.
Tugas Klasik Negara:

1. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar.

2. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusuhan dari dalam.

3. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara.

Tugas  Pemerintah

Pemerintah sebagai kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah terdiri dari:

1. Pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik.

2. Badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum dapat dianggap sebagai termasuk dalam pihak pemerintah. Badan hukum ini mempunyai wewenang untuk atas nama negara melaksanakan tindakan hukum.

Tugas Modern Pemerintah, seperti:

1. Jalan, sungai, perhubungan, angkutan, pos & telekomunikasi.

2. Pendidikan.

3. Pemeliharaan kesehatan.

4. Lingkungan & planologi.

5. Perumahan rakyat.

6. Perekonomian, pertanian dan perikanan, perdagangan industri.

7. Urusan tenaga kerja.

8. Jaminan sosial.

9. Kebudayaan.

10. Pengembangan masyarakat, penggunaan waktu libur.

Menurut Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1987, yang termasuk Aturan HAN adalah:
1. Ketentuan tentang berlakunya dan peralihan undang-undang baru.

2. Undang-undang perbendaharaan negara.

3. Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

4. Jaminan Simpanan Uang pada Bank.

5. Statistik & Sensus (BPS)

6. Pokok-pokok Kepegawaian.

7. Pengangkatan Pangkat PNS

8. Pengangkatan Kepala Kelurahan.

9. Peraturan PNS (Gaji, Tunjangan, Pensiunan, dll)

10. Veteran RI.

11. Ketentuan Kesejahteraan Sosial (Fakir, Miskin, Gelandangan, Pengemis, Anak)

12. Pokok-pokok Kesehatan (penyakit menular, jiwa, transfusi darah, tenaga kesehatan)]

13. Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran.

14. Perumahan.

15. Ordonansi Gangguan.

16. Sumber Daya Alam (hutan, ikan, pertambangan)

17. Peternakan dan kesehatan hewan.

18. Ketenagalistrikan.

19. Tenaga Atom.

20. Industri.

21. Pers & Film.

22. Ormas & Orsospol.

Hubungan Antara Tingkat Pemerintahan Terbagi Menjadi Dua

1. Hubungan Vertikal, contoh ( pengawasan, kontrol.

2. Hubungan Horizontal, contoh ( perjanjian kerjasama.

Hubungan Vertikal.

1. Kordinasi: mencegah / mencari penyelesaian konflik di antara kotapraja.

2. Pengawasan kebijaksanaan: disesuaikannya kebijaksanaan dari aparat yang rendah ke tinggi.

3. Pengawasan kualitas: kontrol atas kebolehan & kualitas teknis pengambilan keputusan.

Hubungan Horizontal (kerjasama)

1. Pemusatan wewenang.  

2. Lembaga untuk bersama.  

3. Badan hukum untuk bersama.  .

Beberapa bentuk pengawasan & kontrol:

1. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan kemudian. Keputusan badan yang lebih rendah akan dicabut kemudian bila bertentangan dengan undang-undang.

2. Pengawasan Preventif.

Pengawasan yang dilakukan sebelumnya. Contoh: SK aparat baru mempunyai kekuatan hukum setelah mendapat pengesahan.

3. Pengawasan Positif.

Keputusan badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan & petunjuk kepada badan yang lebih rendah.

4. Kewajiban untuk memberitahu.

Kewajiban memberi informasi jika diminta & kewajiban dengan segera melaporkan setelah mengeluarkan keputusan tertentu.

5. Konsultasi & perundangan.

Beberapa keputusan baru boleh diambil oleh badan yang lebih rendah setelah mengadakan perundingan dengan badan yang lebih tinggi.

6. Hak banding administratif.

Keputusan badan yang lebih rendah dapat diajukan banding oleh mereka yang mempunyai hak banding (seperti warganegara atau pejabat yang lebih tinggi ) pada suatu badan yang lebih tinggi

7. Keuangan.

Dalam hal keuangan terkadang badan pemerintahan yang lebih rendah terikat pada badan yang lebih tinggi.

F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Apakah bedanya negara hukum klasik dan negara hukum modern. Berikan pula contohnya.
2. Sebutkan bedanya tugas pemerintah klasik dengan tugas pemerintah modern.
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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